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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Laporan Keuangan Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota Bima yang berakhir
tanggal 31 Desember 2017 telah dapat disusun. Laporan keuangan tersebut disusun sebagai
implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang menyatakan bahwa laporan keuangan
pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun
2006 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Acrual pada Pemerintah
Daerah serta peraturan-peraturan perundangan lainnya yang menyangkut tanggung jawab

pengelolaan keuangan negara.

Laporan keuangan pemerintah bertujuan untuk menyajikan informasi yang berguna
bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan entitas pelaporan atas sumber daya yang
dipercayakan kepada entitas tersebut. Laporan Keuangan SKPD terdiri dari Laporan Realisasi
Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan Atas

Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan ini semoga dapat memberikan informasi yang cukup
memadai serta dapat lebih meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan

di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota Bima.
Bima, 31 Desember 2017.

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

(Drs. SURIADI, M.Pd)
Nip. 19620602 198803 016
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PEMERINTAH KOTA BIMA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang terdiri
dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Operasional; (c) Laporan Perubahan Ekuitas;
(d) Neraca dan (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana
terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan system pengendalian interen
yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, Posisi Keuangan
dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan.

Bima, 31 Desember 2017.

Pengguna Anggaran/KPA

(Drs. SURIADI, M.Pd)
Nip. 19620602 198803 016




CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINASP PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
1.1.1 Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi
mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, neraca dan catatan atas
laporan keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam
pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas
akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

a) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi,
kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;

b) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya
ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;

c) Menyediakan informasi mengenai sumber dana, alokasi dana dan
penggunanaan sumber daya ekonomi;

d) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap
anggarannya;

e) Menyediakan informasi mengenai tehnis pelaksanaan program/
kegiatan dan pendanaannya disesuaikan dengan kebutuhan kasnya;

f) Menyediakan informasi mengenai potensi sumber daya pemerintah
untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan;

g) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi laporan
pelaksanaan kegiatan, kemampuan dan dana yang sudah disediakan
dalam anggaran APBD.

Laporan keuangan secara umum bertujuan untuk menyediakan
informasi mengenai teknis pencatatan/penatausahaan atas transaksi
keuangan dilingkungan SKPD dalam pelaksanaan dan memprediksi
besarnya sumber daya yang dibutukan untuk operasi yang
berkelanjutan, anggaran dan barang-barang investasi yang dikelolanya.

Untuk memenuhi tujuan umum tersebut diatas, maka SKPD
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berusaha untuk
menyajikan informasi secara akuntabel mengenai Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan yang
disampaikan kepada Walikota melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daaerah yang diselenggarakan berdasarkan sistem
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pengendalian intern yang memadai sesuai ketentuan perundang-
undangan.

Menurut Penetapan Standar Akuntansi Pemerintah 01 Paragraf
13, tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan
berada pada pimpinan entitas dalam hal ini adalah pimpinan SKPD.
Dalam lingkup pemerintah daerah yang dimaksud dengan pimpinan
instansi adalah setiap kepala Satuan Kerja Perangkart Daerah (SKPD)
sebagai entitas akuntansi dan setiap Walikota sebagai entitas pelaporan.
Kewajiban dan tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan
keuangan untuk setiap kepala SKPD juga dinyatakan dalam Pasal 56
ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tentang Perbendaharaan
Negara, yang berbunyi “Kepala Satuan Kerja Perangkart Daerah selaku
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan
laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan
catatan atas laporan keuangan”.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang
relevan mengenai realisasi keuangan dari seluruh transaksi yang
dilakukan oleh SKPD, selama periode pelaporan.

Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi
pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan anggaran yang telah
ditetapkan untuk menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas
pelaksanaan kegiatan dan efisiensi serta membantu menentukan
ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SKPD mempunyai kewajiban utnuk melaporkan upaya-upaya
yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan
kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan
untuk kepentingan :

a) Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan  pengelolaan  sumber daya  serta
pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan
dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b) Manajemen
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan
suatu entitas akuntansi dalam periode pelaporan sehingga
memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas
seluruh asset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk

kepentingan masyarakat.
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c) Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada
masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki
hak wuntuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas
pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya
yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan
perundang-undangan.

d) Keseimbangan antar Generasi (Intergenerational Equity)
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan
pemerintah pada periode akuntansi untuk membiayai seluruh
pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan
datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran
tersebut.

Sedangkan prinsip Akuntansi yang diberlakukan di SKPD adalah

sebagai berikut :

1) Basis Akuntansi (Accounting Base)
Basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas untuk pengakuan
pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Relaisasi
Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan
ekuitas dana dalam neraca.

2) Nilai Historis (Historical Cost Principle)
Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar
atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk
memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat
sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan
untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam
pelaksanaan kegiatan pemerintah.

3) Prinsip Realisasi (Realization Principle)
Pendapatan, belanja, pembiayaan dicatat dan diakui berdasarkan
realisasi penerimaan dan pengeluaran kas yang sudah terjadi.

4) Prinsip substansi mengungguli bentuk formal (Substance Over Form
Principle)
Informasi akuntansi harus dicatat dan disajikan seusia dengan
substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek
formalitasnya.

5) Prinsip Periodisitas (Periodicity Principle)
Periode utama untuk pelaporan keuangan yang digunakan adalah
tahunan, namun periode semesteran dan bulanan juga

diperkenankan.
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6) Prinsip Konsistensi (Consistency Principle)
Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang
serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip
konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi
perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang
lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat
bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi
yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan
penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan.

7) Prinsip Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure Principle)
Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang
dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna
laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face)
laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

8) Prinsip Penyajian Wajar (Fair Presentation Principle)
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan dengan

wajar Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan.

1.1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan

SKPD menyediakan informasi mengenai pendapatan-LRA, belanja,
pendapatan-LO, beban, asset, kewajiban, ekuitas sebagai suatu entitas
akuntansi.
Laporan Keuangan SKPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran,
Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan
atas Laporan Keuangan.
a) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sumber alokasi dan

penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh entitas

akuntansi dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran

menyajikan sekurang-kurangnnya unsur-unsur sebagai berikut :

- Pendapatan

- Belanja

- Surplus/Defisit

- Sisa lebih/kurang pembiyaan anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara

anggaran dengan realisasinya dalam satu periode akuntansi.
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b) Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya
ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola
oleh pemerintah kota untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan
dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan
Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos
luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pendapatan-LO (basis akrual) adalah hak pemerintah kota yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

2) Beban adalah kewajiban pemerintah kota yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih.

3) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran
uang dari/oleh suatu pemerintah kota dari/kepada pemerintah
kota lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

4) Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar
biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan
merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin
terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas
bersangkutan.

c) Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi
mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
Setiap entitas akuntansi mengklasifikasikan kewajibannya menjadi
kewajiban jangka pendek dan jangka pannjang dalam neraca. Setiap
entitas akuntansi mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang
mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau
dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan
dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar
dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos sebagai berikut:
- Kas
- Piutang
- Persediaan
- Investasi
- Aset Tetap
- Aset Lainnya
- Kewajiban

- Ekuitas
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d) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah

laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang

terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas
akhir.
e) Catatan atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan

membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya,

catatan atas laporan keuanagn sekurang-kurangnya disajikan dengan
susunan sebagai berikut :

1) Informasi tentang kebijakan fiscal/keuangan, ekonomi makro,
pencapaian target Undang-Undang APBN/ Perda APBD, berikut
kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

2) Iktisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;

3) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan
kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas
transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis setiap pos

dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca dan

Laporan Perubahan Ekuitas.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD adalah sebagai
berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima
di Provinsi Nusa Tenggara Barat;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan
Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

Catatan Atas Laporan Keuangan DPPKB Kobi 2017 6



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun;

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksana
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penatausahaan dan  Penyusunan Laporan  Pertanggungjawaban
Bendahara serta Penyampaiannya;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Acrual pada
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah
Daerah;

Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
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1.3.

19. Peraturan Walikota Bima Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perubahan atas

Peraturan Walikota Bima Nomor 30 Tahun 2015 tentang Kebijakan

Akuntansi Pemerintah Kota Bima;

20. Peraturan Walikota Bima Nomor 31 Tahun 2015 tentang Sistem

Akuntansi Pemerintah Kota Bima;

21. Peraturan Walikota Bima Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan atas

Peraturan Walikota Bima Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penjabaran

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2017

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima ini disajikan

dengan sistematika sebagai berikut :

Bab 1

Bab II

Bab III

Bab IV

Bab V

Pendahuluan
1.1.Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
1.2.Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
1.3.Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD
Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja
APBD SKPD
2.1. Ekonomi Makro
2.2. Kebijakan Keuangan
2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD
Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang
telah ditetapkan
Kebijakan Akuntansi
4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan
Keuangan SKPD
Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD
S.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
5.1.1. Pendapatan LRA
5.1.2. Belanja
5.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
5.2.1. Pendapatan-LO
5.2.2. Beban
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5.3. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
5.3.1. Perubahan Ekuitas

5.4. Penjelasan Pos-pos Neraca
5.4.1. Aset
5.4.2. Kewajiban
5.4.3. Ekuitas

5.5. Kebijakan Akuntansi Tertentu

Bab VI Penjelasan Atas Informasi-informasi Non Keuangan SKPD

Bab VII Penutup

Lampiran-Lampiran

Lampiran 1 Laporan Realisasi Anggaran Per Rincian Obyek

Lampiran 2 Laporan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK)

Lampiran 3 Laporan Hibah Barang dari Pemerintah Pusat/Pemerintah
Daerah Lainnya

Lampiran 4 Laporan Berita Acara Stock Opname Barang

Lampiran 5 Laporan Persediaan

Lampiran 6 Laporan Aset Tetap

Lampiran 7 Laporan Aset Lain-Lain

Lampiran 8 Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap dan Aset Lain-lain

Catatan Atas Laporan Keuangan DPPKB Kobi 2017



2.1

2.2

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET

KINERJA APBD SKPD

Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil merupakan salah satu
indikator keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi. Berbagai kebijakan
dilakukan pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang setinggi-
tingginya untuk kemakmuran rakyat. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah
tercermin dari laju pertumbuhan PDRB berdasarkan dasar harga konstan.
Penggunaan PDRB atas dasar harga konstan dimaksudkan untuk mengetahui
pertumbuhan riil produksi barang dan jasa tanpa dipengaruhi oleh variabel

perubahan harga.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tidak hanya
dipengaruhi oleh besarnya peranan tiap sektor dalam pembentukan PDRB,
tetapi juga dipengaruhi oleh laju pertumbuhan masing-masing sektor
utamanya yaitu laju pertumbuhan sektor-sektor yang memiliki kontribusi

cukup besar dalam pembentukan PDRB.

Kebijakan Keuangan

a. Pendapatan Asli Daerah
Pada SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak
memiliki pendapatan dikarena obyek yang dapat dijadikan sumber

pendapatan daerah tidak ada.

b. Belanja Daerah

1. Pada sisi belanja daerah, dana yang disediakan akan digunakan untuk
mendukung pelaksanaan program pada SKPD Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp 6.330.529.813,67.

2. Sehubungan dengan aspek belanja daerah ini, maka penggunaan belanja
daerah diharapkan dapat lebih diarahkan dalam mendukung kegiatan
Program pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.

3. Penggunaan belanja diharapkan dapat meningkatkan kuantitas dan
kualitas kebutuhan dasar dalam be KB.

4. Keseluruhan upaya penggunaan belanja sebagaimana tersebut diatas
harus tetap dalam koridor pencapaian sasaran pembangunan daerah
dan pelaksanaan program daerah yang telah tertuang dalam target APBD

tahun 2017.
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BAB III

IKTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar pencapaian kinerja SKPD merupakan gambaran dari
persentase tingkat pencapaian suatu program dan kegiatan SKPD selaku
entitas akuntansi baik secara fisik maupun keuangan. Dari data tersebut
dapat diketahui kinerja dari suatu entitas akuntansi atau SKPD dalam
mengelola dan memanfaatkan anggaran yang tersedia dalam DPPA -SKPD
masing-masing.

Secara umum dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan dan
pemanfaatan anggaran yang tersedia dalam DPPA bila dinilai secara fisik rata-
rata pencapaian kinerjanya mencapai 100%, hal ini tentu tidak terlepas dari
dukungan sumber dana dalam APBD dan ketersediaan Sumber Daya Manusia
(SDM) yang memadai. Akan tetapi realisasi keuangan untuk membiayai
masing-masing program dan kegiatannya kurang dari 100%, hal ini
disebabkan ada dana/sisa anggaran dari belanja modal, belanja barang serta
belanja pegawai berupa belanja gaji sebagai bentuk penghematan dan
merupakan prestasi bagi SKPD dalam memanfaatkan anggaran secara
optimal.

Ikhtisar pencapaian kinerja Beberapa SKPD sebagai berikut :
Tabel : 3.1 Ikhtisar Kinerja Keuangan SKPD
Lebih/
No Program/Kegiatan Anggaran Realisasi %
(Kurang)
A. PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat
27.318.000,00 |  27.317.000,00 1.000,00 | 99,99
Menyurat
2 Penyediaan jasa komunikasi,
66.060.000,00 57.200.826,00 8.859.174,00 | 86,59
sumber daya air dan listrik
3. | Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan 27.050.000,00 |  21.890.700,00 5.159.300,00 | 80,93
kendaraan dinas/operasional
4. | Penyediaan jasa administrasi
51.780.000,00 51.780.000,00 0,00 | 100,00
keuangan
5. | Penyediaan jasa kebersihan
13.810.000,00 13.803.000,00 7.000,00 | 99,95
kantor
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Lebih/

No Program/Kegiatan Anggaran Realisasi %
(Kurang)
6. | Penyediaan alat tulis kantor
31.902.500,00 31.901.900,00 600,00 100,00
7. | Penyediaan barang cetakan
26.840.000,00 25.515.000,00 1.325.000,00 95,06
dan penggandaan
8. | Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan 2.105.000,00 2.102.000,00 3.000,00 99,86
bangunan kantor
9. | Penyediaan peralatan dan
18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 100,00
perlengkapan kantor
10. | Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang- 3.600.000,00 3.490.000,00 110.000,00 96,94
undangan
11. | Penyediaan makanan dan
18.660.000,00 14.884.000,00 3.776.000,00 79,76
minuman
12 | Rapat-rapat koordinasi dan
. 227.334.000,00 219.574.340,00 7.759.660,00 96,59
konsultasi ke luar daerah
13. | Rapat-rapat koordinasi dan
. 9.585.000,00 9.510.000,00 75.000,00 99,22
konsultasi dalam daerah
C. PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
1. | Pengadaan perlengkapan
663.970.000,00 639.082.000,00 24.888.000,00 96,25
gedung kantor
Pengadaan mebeluer 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 | 100,00
Pemeliharaan rutin/berkala
12.349.000,00 12.349.000,00 0,00 | 100,00
gedung kantor
4. | Pemeliharaan rutin/berkala
] ] 97.628.000,00 94.320.950,00 3.307.050,00 96,61
kendaraan dinas/operasional
S. | Pemeliharaan rutin/berkala
23.265.000,00 23.265.000,00 0,00 100,00
perlengkapan gedung kantor
6. | Pemeliharaan rutin/berkala
24.450.000,00 24.450.000,00 0,00 100,00
peralatan gedung kantor
C. PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
1 Pengadaan pakaian dinas
33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 | 100,00
beserta perlengkapannya
C. PROGRAM PENINGKATAN
KPASITAS SDM APARATUR
1. Pelaksanaan Penilaian AKJG 17.780.000,00 17.780.000,00 0,00 | 100,00
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Lebih/

No Program/Kegiatan Anggaran Realisasi %
(Kurang)
D. PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
1. Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi 21.760.000,00 21.760.000,00 0,00 | 100,00
kinerja SKPD
2. | Penyusunan pelaporan
9.520.000,00 9.520.000,00 0,00 100,00
keuangan semesteran
3. | Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun 9.520.000,00 9.520.000,00 0,00 | 100,00
4. | Penyusunan Rencana Kerja
Tahunan/RKA/DPA Satuan 40.120.000,00 40.120.000,00 0,00 | 100,00
Kerja Perangkat Daerah
S. | Penyusunan LAKIP, LPJ dan
19.040.000,00 19.040.000,00 0,00 100,00
LPPD
E. PROGRAM KELUARGA
BERENCANA
1. | Penyediaan pelayanan KB
dan Alat kontrasepsi bagi 91.970.000,00 90.220.000,00 1.750.000,00 98,10
Keluarga Miskin
2. | Pelayanan Komunikasi
Informasi dan Edukasi 119.425.000,00 119.425.000,00 0 | 100,00
(KIE)
3. | Pembinaan Keluarga
51.270.000,00 51.270.000,00 0| 100,00
Berencana
4. | Rapat Kerja Daerah Program
26.215.000,00 25.760.520,00 454.480,00 98,27
Keluarga Berencana
F. PROGRAM KESEHATAN
REPRODUKSI REMAJA
1. | Advokasi dan KIE tentang
Kesehatan Reproduksi 23.850.000,00 23.850.000,00 0,00 | 100,00
Remaja (KRR)
2. | Memperkuat dukungan dan
partisipasi masyarakat 91.874.600,00 91.162.500,00 712.100,00 99,22
G. PROGRAM PELAYANAN
KONTRASEPSI
1. Pelayanan konseling KB 546.375.000,00 495.398.900,00 50.976.100,00 90,66
2. | Pengadaan alat kontrasepsi 201.053.000,00 | 200.089.000,00 964.000,00 99,52
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No

Program/Kegiatan

Anggaran

Realisasi

Lebih/
(Kurang)

%

H.

PROGRAM PEMBINAAN
PERAN SERTA
MASYARAKAT DALAM
PELAYANAN KB/KR YANG

MANDIRI

Fasilitasi pembentukan
kelompok masyarakat peduli

KB

54.819.500,00

51.331.000,00

3.488.500,00

93,64

Orientasi Kader Pendataan

Keluarga

43.858.000,00

41.127.000,00

2.731.000,00

93,77

Operasional Kader pendataan

keluarga

45.960.000,00

44.880.000,00

1.080.000,00

97,65

Monitoring kegiatan

pendataan keluarga

15.060.000,00

10.260.000,00

4.800.000,00

68,13

Koordinasi pengelolaan

program

34.517.500,00

26.707.000,00

7.810.500,00

77,37

PROGRAM PENGEMBANGAN
PUSAT
INFORMASI DAN KONSELING
KRR

PELAYANAN

Pendirian pusat pelayanan

informasi dan konseling KKR

15.872.500,00

15.872.500,00

0,00

100,00

Fasilitasi forum pelayanan
KRR bagi kelompok remaja
dan kelompok sebaya diluar

sekolah

7.240.000,00

7.240.000,00

0,00

100,00

J.

PROGRAM PENINGKATAN

PENANGGULANGAN

NARKOBA, PMS TERMASUK
HIV/AIDS

Penyuluhan penanggulangan
narkoba dan PMS di sekolah

11.010.000,00

11.010.000,00

0,00

100,00

K. PROGRAM PENGEMBANGAN
BAHAN INFORMASI TENTANG

PENGASUHAN
PEMBINAAN
KEMBANG ANAK

DAN
TUMBUH

Pengumpulan bahan

informasi tentang
pengasuhan dan pembinaan

tumbuh kembang anak

29.280.000,00

29.280.000,00

0,00

100,00
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Lebih/
No Program/Kegiatan Anggaran Realisasi %
(Kurang)

L. PROGRAM PENYIAPAN
TENAGA PEDAMPING
KELOMPOK BINA KELUARGA

1. | Pelatihan tenaga pedamping
kelompok bina keluarga di 21.070.000,00 21.070.000,00 0| 100,00

kecamatan

3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat yang Ada dalam Pencapaian Target
yang Telah Ditetapkan
a. Faktor Pendukung dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
Pencapaian terget yang ditetapkan dapat tercapai sesuai rencana
dikarenakan Manajeman pengelolaan program dan kegiatan disesuaikan
dengan sistem dan prosuder yang ditetapkan. Faktor pendukung
utamanya adalah penerapan aplikasi yang standar sehingga
perencanaan dan penggunaan dana dalam pencapaian indikator
kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien sehingga pencapaian
target yang telah ditetapkna dapat berjalan dengan baik.
b. Faktor penghambat dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
Faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian target yang
ditetapkan adalah pada penggunaan DAK Reguler bidang KB, dimana
permasalahan utmanaya adalah dengan terlambatnya turun Petujuk
Pelaksanaan/Teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan
BOKB, selain itu juga masuknya DAK ke rekening Pemerintah Daerah
yang tidak sesuai perencanaan dengan anggaran kas triwulan, hal ini
dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses pelaksanaan kegiatan

sehingga tidak dapat direalisasikan dengan cepat.
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BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

a. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri atas satu atau
lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan wajib menyampaikan laporan keuangan.

b. Penyusunan Laporan Keuangan entitas akuntansi sebagaimana dimaksud
diatas dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Darah (SKPD) dan Satuan
Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

c. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/penggunan
barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan

menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan ini adalah basis
kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan
Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan

ekuitas dana dalam Neraca.

4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
a. Pendapatan-LRA
1) Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah
yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran
yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu
dibayar kembali oleh pemerintah.
2) Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Klasifikasi
atas Pendapatan-LRA dirinci lebih lanjut pada Bagan Akun Standar.
3) Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari
akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun
berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
4) Pendapatan-LRA diakui pada saat:.
= Pendapatan telah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pada
akhir periode pelaporan, jika terdapat pendapatan yang dipungut
oleh/disetor kepada Bendahara Penerimaan SKPD namun belum
disetorkan ke Kas Umum Daerah tidak diakui sebagai pendapatan
LRA;

= Diterima di SKPD;
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= Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD;

= Pendapatan telah diterima oleh BLUD dan digunakan langsung tanpa
disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan syarat entitas
penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dicatat sebagai
pendapatan daerah;

= Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan namun
belum dianggarkan dalam APBD, tetap disetorkan ke kas daerah
sesuai dengan jenis pendapatan yang diterima dan dilaporkan dalam
LRA dengan target anggaran pendapatan sebesar nol. Atas setoran
pendapatan tersebut diakui menambah pendapatan di SKPD
pemungut dan penyetor;

» Hasil atas investasi jangka pendek yang kurang dari 3 (tiga) bulan
berupa bunga deposito diakui menambah pendapatan bunga;

= Hasil atas investasi jangka pendek yang berusia 3-12 bulan, dan
hasil investasi berupa obligasi diakui menambah pendapatan bunga;

= Bila terdapat aset tetap/lainnya yang dijual oleh Pemerintah Kota
Bima, maka atas hasil penjualan tersebut diakui sebagai pendapatan
dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan. Atas uang
jaminan pemeliharaan atau perbaikan atau uang retensi, diakui
Pendapatan LRA ketika pihak ketiga dinyatakan tidak memenuhi
janji sesuai dengan kontrak yang di sepakati dengan Pemerintah
Kota Bima;

* Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas
penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya
maupun periode berjalan dibukukan sebagai pengurang Pendapatan
LRA;

= Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang
(nonrecurring) atas penerimaan Pendapatan LRA yang terjadi pada
periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang
Pendapatan LRA pada periode yang sama;

= Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang
(nonrecurring) atas penerimaan Pendapatan LRA yang terjadi pada
periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran
Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian
tersebut. Dalam LRA, pembayaran restitusi (pengembalian kelebihan
bayar) pendapatan tersebut oleh Pemerintah Kota Bima dilakukan

dengan SP2D LS dengan menggunakan akun Belanja Tak Terduga;
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» Pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri

5)

yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima,
dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
Pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah
berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD
mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.

b. Belanja

1)

2)

3)

4)

S)

6)

7)

8)

9)

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah
dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih
dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan
diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas
Umum Daerah.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya
terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut
disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan
terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.

Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu
pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan
layanan umum.

Belanja daerah diklasifikasikan menurut Klasifikasi organisasi, yaitu
mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran dan Klasifikasi
ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja
untuk melaksanakan suatu aktivitas.

Belanja menurut klasifikasi ekonomi secara terinci ada dalam Bagan
Akun Standar

Realisasi belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang
ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

Penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran
belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang
sama.

Karena adanya perbedaan klasifikasi menurut peraturan
perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan yang
tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan, maka entitas akuntansi dan

pelaporan harus membuat konversi untuk klasifikasi belanja yang
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akan dilaporkan dalam laporan muka laporan realisasi anggaran
(LRA).
10) Setelah dilakukan konversi maka klasifikasi berdasarkan pada
klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
11) Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai
dengan klasifikasi ekonomi, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal,
dan Belanja Tak Terduga dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan.
12) Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun
berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan
sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi
silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap,
penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap
perlu.
13) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja antara
lain:
= Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya
tahun anggaran.

= Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja
daerah.

= Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi belanja yang
didasarkan pada peraturan perundangan tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada PP No. 71 tahun
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

* Penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang
diperlukan.

14) Belanja diukur dan disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila
pengeluaran kas atas belanja dalam mata wuang asing, maka
pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang
rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs
tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

c. Pembiayaan

1) Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan
pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang
perlu dibayar atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran
bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang
dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan

untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Pembiayaan diklasifikasikan menjadi penerimaan pembiayaan yang
dirinci lagi menurut sumber pembiayaan, dan pengeluaran
pengeluaran pembiayaan daerah dan dirinci lagi menurut jenis
pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan meliputi: SiLPA tahun anggaran
sebelumnya, Pencairan dana cadangan, Hasil penjualan kekayaan
daerah yang dipisahkan, Penerimaan pinjaman, Penerimaan kembali
pemberian pinjaman dan Penerimaan piutang daerah, dan
Penerimaan pembiayaan daerah lain yang sah.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran
Rekening Kas Umum Daerah antara lain berupa: Pembentukan dana
cadangan, Penyertaan modal (investasi) daerah, Pembayaran pokok
utang, dan Pemberian pinjaman daerah.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening
Kas Umum Daerah.

Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari penggunaan SiLPA
merupakan penerimaan pembiayaan yang berasal dari sisa
perhitungan APBD periode sebelumnya. Penggunaan SiLPA diakui
pada saat perda tentang perhitungan APBD tahun sebelumnya telah
disahkan oleh DPRD.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening
Kas Umum Daerah.

Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang
mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan
pada Pengeluaran Pembiayaan, dan penerimaan dana bergulir dari
kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah
dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.

Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut
dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut
sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu
tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo
lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka
panjang.

Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran
kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan
layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak
melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan
sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam

penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.
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11) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata
uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut
menurut kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

12) Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran sebagai
bagian dari upaya Pemerintah Kota Bima untuk memanfaatkan
surplus anggaran dan menggali sumber dana untuk menutupi defisit
anggaran.

d. Pendapatan-LO

1) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan
dan tidak perlu dibayar kembali.

2) Pendapatan-LO diakui pada saat Timbulnya hak atas pendapatan
(earned) atau Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya
ekonomi (realized).

3) Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan-LO diakui
dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur
mengenai Badan Layanan Umum.

4) Pendapatan-LO pada PPKD meliputi: pendapatan transfer dan Lain-
Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

S) Pendapatan-LO pada SKPD meliputi: PAD Melalui Penetapan, PAD
Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.

6) PAD melalui penetapan ini diartikan sebagai perolehan pendapatan
yang menjadi hak Pemerintah Kota Bima yang disahkan dengan
penetapan.

7) PAD tanpa Penetapan adalah pendapatan yang menjadi hak
Pemerintah Kota Bima tanpa didahului dengan penetapan secara
resmi yang dikirimkan ke Pemerintah Kota Bima karena proses bisnis
yang tidak memungkinkan.

8) Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai
dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan
dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan
klasifikasi sumber pendapatan.

e. Beban

1) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa
pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

2) Beban diakui saat: timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi asset,

terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
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3) Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Kota Bima
dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat
diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal.
Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan
keuangan dilakukan penyesuaian.

4) Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya
dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui
bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada
akhir periode akuntansi.

S5) Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti
pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran pada saat
Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan
pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan
penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

6) Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan
penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu: Beban Pegawai, Beban
Barang dan Jasa, Beban Penyusutan dan amortisasi, Beban
Penyisihan Piutang, Beban Bunga, dan Beban Transfer.

f. Aset/Aktiva
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki
oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana
manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat
diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur
dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang
diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-
sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka
panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

1. Aset Lancar

a) Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat
dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu
periode akuntansi.

b) Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek,
piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara
lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, Surat
Utang Negara (SUN) Pemerintah jangka pendek, Sertifikat Bank
Indonesia (SBI), dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN). Pos-pos
piutang antara lain piutang pajak, retribusi, dana perimbangan,

bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan
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ganti rugi, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan, dan piutang yang bersumber dari lain-lain PAD yang
sah. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli
dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis
seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen
peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen
bekas.

c) Kas adalah adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang
setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan
pemerintahan.

d) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang
siap dijabarkan menjadi kas (jatuh tempo kurang dari tiga bulan)
tanggal perolehannya.

e) Kas diakui pada saat diterima oleh Bendahara Umum Daerah,
Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Badan
Layanan Umum Daerah. Kas yang dikeluarkan untuk belanja oleh
BUD diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas
Umum Daerah sedangkan bagi SKPD diakui pada saat dilakukan
pengesahan oleh PA/KPA setelah diverifikasi oleh PPK SKPD.

f) Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera
diperjualbelikan atau dicairkan serta dimiliki 3 (tiga) bulan sampai
dengan 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal pelaporan.

g) Investasi jangka pendek terdiri atas deposito berjangka waktu tiga
sampai 12 bulan, pembelian obligasi/Surat Utang Negara (SUN)
pemerintah jangka pendek, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan
Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

h) Piutang adalah jumlah wuang yang wajib dibayar kepada
Pemerintah Kota Bima dan/atau hak Pemerintah Kota Bima yang
dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pemberian barang/jasa,
perjanjian, terbitnya ketetapan atas pajak daerah dan retribusi
daerah, atau akibat lainnya  berdasarkan peraturan
perundangundangan atau akibat lainnya yang sah.

i) Piutang terdiri atas: piutang pajak, retribusi, dana perimbangan,
bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan
ganti rugi, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan, dan piutang yang bersumber dari lain-lain PAD yang
sah.

j) Piutang diakui ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau

manfaat ekonomi lainnya kepada entitas yaitu pada saat
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Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/Surat
Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), atau telah diterbitkan surat
penagihan dan telah dilaksanakan penagihan, atau belum dilunasi
sampai dengan akhir periode pelaporan.

k) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan
operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang
dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat.

1) Persediaan dapat terdiri atas: Persediaan alat tulis kantor,
persediaan alat listrik, persediaan material/bahan, persediaan
benda pos, persediaan bahan bakar, dan Persediaan bahan
makanan pokok.

m)Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan
diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya
yang dapat diukur dengan andal atau pada saat diterima atau hak
kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

2. Investasi Jangka Panjang
a) Investasi jangka panjang adalah aset yang dimaksudkan untuk
memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti,
atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan
pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
b) Investasi jangka panjang terdiri dari:

i. Investasi nonpermanen merupakan investasi jangka panjang
yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan
atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali. Investasi non
permanen dapat berupa: pembelian Surat Utang Negara yang
jatuh temponya lebih dari 12 bulan, penanaman modal dalam
proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada fihak ketiga,
modal Kerja yang digulirkan ke masyarakat/kelompok
masyarakat atau biasa disebut dengan Dana Bergulir, dan
investasi non permanen lainnya.

ii. Investasi permanen merupakan investasi jangka panjang yang
dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa
ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Investasi
permanen dapat berupa: penyertaan Modal Pemerintah pada
perusahaan daerah dan badan usaha lainnya yang bukan milik
daerah, dan investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh

pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan
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pelayanan kepada masyarakat antara lain penambahan modal
pada Koperasi Pegawai Negeri.

c) Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi
jangka panjang apabila memenuhi salah satu kriteria: Manfaat
ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan
datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah
atau nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara
memadai (reliable), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang
menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya.

d) Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui
dan dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan.

e) Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga
metode yaitu: metode biaya dengan kriteria kepemilikan kurang
dari 20%; metode ekuitas dengan kriteria kepemilikan 20% sampai
50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh
yang signifikan atau kepemilikan lebih dari 50%, metode nilai
bersih yang direalisasikan dengan criteria kepemilikan bersifat
nonpermanent.

f) Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola
dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau
Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi
rakyat dan tujuan lainnya.

g) Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan
yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan
Arus Kas.

h) Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka
Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir.

i) Dana bergulir dapat dihapuskan jika Dana Bergulir tersebut benar-
benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya berpedoman pada
Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2005 tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Daerah, beserta perubahan atas Peraturan
Pemerintah tersebut jika ada..

3. Aset Tetap

a) Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat
lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan
Pemerintah Kota Bima atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

b) Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber APBD

(sebagian atau seluruhnya) melalui pengadaan, pembangunan, atau
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dapat juga diperoleh dari donasi atau pertukaran dengan aset
lainnya.

c) Aset tetap terdiri dari: Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan
Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan
Konstruksi dalam Pengerjaan.

d) Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang
diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan
operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan
untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

e) Peralatan dan mesin, meliputi alat-alat berat, alat-alat angkutan,
alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah
tangga, alat studio komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan
kesehatan, alat laboratorium, dan alat persenjataan/keamanan.

f) Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan
yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan
operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk
dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah gedung
perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan
menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, gedung museum
dan rambu-rambu.

g) Jalan irigasi dan jaringan, meliputi jalan raya, jembatan, bangunan
air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air
minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon.

h) Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat
dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah, Peralatan dan Mesin,
Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang
diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah
dan dalam kondisi siap dipakai. Aset tetap lainnya, meliputi koleksi
perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/
kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, dan tanaman.

i) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang
dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum
selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan
mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan,
jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses
perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu

periode waktu tertentu dan belum selesai.
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j) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam
Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika: besar
kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang
berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh, biaya perolehan
tersebut dapat diukur secara andal, dan aset tersebut masih dalam
proses pengerjaan.

k) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat
diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset
tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan
maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat
perolehan.

m)Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola
meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya
tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan,
perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya
lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap
tersebut.

n) Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu
aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa
manfaat aset yang bersangkutan. Tujuan dasarnya adalah
menyesuaikan nilai aset tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya,
di samping itu penyusutan juga dimaksudkan untuk
menggambarkan penurunan kapasitas dan manfaat yang
diakibatkan pemakaian aset tetap dalam kegiatan pemerintahan.

o) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak
memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset
lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

4. Dana Cadangan

a) Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung
kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak
dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi/tahun anggaran.

b) Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang
bersangkutan dan pembentukan Dana Cadangan menambah Dana

Cadangan yang bersangkutan.
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5. Aset Lainnya

a) Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokan ke dalam
aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana
cadangan.

b) Aset lainnya meliputi tagihan penjualan angsuran, tuntutan
perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, aset tak berwujud,
kemitraan dengan pihak ketiga, dan aset lain-lain.

c) Tagihan Penjualan Angsuran merupakan hak untuk menagih atas
penjualan barang milik daerah yang dilakukan secara
cicilan/angsuran, pada umumnya penyelesaiannya dapat melebihi
satu periode akuntansi.

d) Piutang dari tagihan penjualan angsuran diakui sebesar nilai sesuai
naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada
akhir periode pelaporan. Apabila dalam pembayaran dipersyaratkan
adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat
sebesar nilai bersihnya.

e) Tuntutan Perbendaharaan (TP) dikenakan kepada bendahara yang
karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan
kerugian daerah.

f) Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan piutang yang timbul karena
pengenaan ganti kerugian daerah kepada pegawai negeri bukan
bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak lagsung dari
suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai
tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi
kewajibannya.

g) Piutang dari Tuntutan Ganti Rugi diukur sebesar nilai kerugian
yang menjadi tanggung jawab seseorang sesuai dengan Surat
Keterangan Tanggung Jawab Mutlak.

h) Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak
mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang
dimiliki oleh pemerintah daerah.

i) Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga
yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak
Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud
tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa
datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan

mengalir masuk kedalam entitas tersebut.
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j) Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau
digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/
kemitraan.

k) Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian
kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari
aset tetap menjadi aset kerjasama/ kemitraan.

I) Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana
berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSG, diakui pada
saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut
fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk
digunakan /dioperasikan.

m)Aset Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai aset kerjasama/
kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian
atau nilai wajar.

n) Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak
dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan
angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan
kemitraan dengan pihak ketiga

o) Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari
penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset
lain-lain.

g. Kewajiban

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah daerah.

2. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan
kewajiban jangka panjang.

3. Kewajiban jangka pendek merupakan utang yang harus dibayar
kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal
pelaporan.

4. Kewajiban jangka pendek antara lain terdiri dari utang kepada pihak
ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), utang bunga, bagian
lancar utang jangka panjang, utang beban dan utang jangka pendek
lainnya.

5. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar
dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal
pelaporan.

6. Kewajiban jangka panjang meliputi utang dalam negeri dan utang

jangka panjang lainnya.
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7. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber
daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang
ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut
mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

8. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang
asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.
Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral
pada tanggal neraca.

h. Ekuitas

1. Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kota Bima yang
merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kota Bima
pada tanggal laporan

2. Ekuitas dana terdiri dari ekuitas yang digunakan untuk mencatat
akun untuk menampung saldo kekayaan bersih Pemerintah Kota
Bima yang diperoleh dari Laporan Perubahan Ekuitas. dan ekuitas
untuk dikonsolidasikan yang digunakan untuk mencatat reciprocal
account untuk kepentingan konsolidasi yang mencakup akun RK
PPKD atau RK SKPKD. Ekuitas untuk dikonsolidasikan ini berada di
SKPD.

3. Ekuitas diakui pada akhir periode berdasarkan jurnal penyesuaian
untuk memindahkan surplus/defisit LO ke dalam neraca. Sedangkan
ekuitas untuk dikonsolidasikan diakui pada saat terjadi transaksi
resiprokal antara SKPKD dengan SKPD. Pada akhir periode akuntansi,
ekuitas untuk dikonsolidasikan ini akan dieliminasi dalam rangka
menghasilkan laporan keuangan konsolidasi.

4. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan

Perubahan Ekuitas.
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BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
5.1.1 Pendapatan-LRA
Pendapatan-LRA tahun 2017 untuk Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana tidak dianggarkan karena tidak memiliki potensi

untuk dijadikana sebagai sumber Pendapatan Daerah.

5.1.2 Belanja

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan  prinsip-prinsip
penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya
kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Belanja Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi Belanja Operasi yang
terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bantuan Sosial.
Sedangkan Belanja Modal terdiri dari Belanja Peralatan dan Mesin,
Bangunan dan Gedung.

Secara umum Belanja

6.330.529.813,67 dan terealisasi sebesar Rp 6.173.354.600,00 atau

tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp

97,52 %, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 157.175.213,67.

Terdapat penurunan realisasi belanja tahun 2017 sebesar Rp

438.830.230,00 atau
2016 sebesar Rp 6.612.184.830,00. Hal ini dikarenakan jumlah

6,64% dibandingkan dengan realisasi Tahun

anggaran tahun 2016 lebih besar dari anggaran 2017 sehingga realisasi
tahun 2016 lebih besar di dengan tahun 2017, anggaran 2016 besar
karena masih bergabung dengan Bidang Perlindungan Anak sedangkan
Tahn 2017 terpisah.

Tabel : 5.1. Belanja Tahun 2017

No. Uraian Anggaran 2017 Realisasi 2017 % Realisasi 2016
1. | Belanja 5.626.794.813,67 | 5.492.607.600,00 | 97,62 | 6.235.848.830,00
Operasi
2. | Belanja Modal 703.735.000,00 680.747.000,00 | 96,73 376.336.000,00
Jumlah 6.330.529.813,67 | 6.173.354.600,00 | 97,52 | 6.612.184.830,00
a. Belanja Operasi
Belanja  Operasi tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp

5.626.794.813.67 dan terealisasi sebesar Rp 5.492.607.600,00 atau
97,62%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 134.187.213,67

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar Rp
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6.

235.848.830,00 maka realisasi Belanja Operasi tahun 2017

menunjukkan penurunan sebesar Rp 743.241.230,00 atau 11,92%.

Belanja Operasi tahun 2017 terdiri dari :

Tabel : 5.2. Belanja Operasional

No. Uraian Anggaran 2017 Realisasi 2017 % Realisasi 2016
1. | Belanja 3.684.208.213,67 | 3.657.070.464,00 | 99,26 | 3.794.528.201,00
Pegawai
2. | Belanja 1.677.321.600,00 | 1.571.236.136,00 | 93,68 | 1.351.148.429,00
Barang dan
Jasa
3. | Belanja 265.265.000,00 264.301.000,00 | 99,64 | 1.090.172.200,00
Bantuan
Sosial
Jumlah 5.626.794.813,67 | 5.492.607.600,00 | 97,62 | 6.235.848.830,00
1) Belanja Pegawai
Belanja Pegawai tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp
3.684.208.213,67 dan terealisasi sebesar Rp 3.657.070.464,00
atau 99,26%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp
27.137.749,67 Dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar
Rp 3.794.528.201,00 maka realisasi Belanja Pegawai tahun 2017
menunjukkan penurunan sebesar Rp 137.457.737,00 atau
sebesar 3,62% dengan rincian sebagai berikut :
Tabel : 5.3. Belanja Pegawai
No. Uraian Anggaran 2017 Realisasi 2017 % Realisasi 2016
I. | Belanja 3.340.603.201,0
Pegawai - Tak 0
Langsung
1. | Belanja  Gaji | 2.993.513.213,67 | 2.969.758.589,00 | 99,21 | 3.089.492.201,00
dan
Tunjangan
2. | Belanja 405.750.000,00 402.366.875,00 | 99,17 251.111.000,00
Tambahan
Penghasilan
PNS
II. | Belanja 453.925.000,00
Pegawai -
Langsung
1. | Honorarium 284.945.000 284.945.000,00 100 226.905.000,00
PNS
2. | Honorarium 0,00 0,00 227.020.000,000
Non PNS
Jumlah (I+II) 3.684.208.213,67 | 3.657.070.464,00 | 99,26 | 3.794.528.201,00

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp

1.677.321.600,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.571.236.136,00

atau 93,68%,
106.085.464,00. Dibandingkan dengan realisasi

sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp

tahun 2016
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sebesar Rp 1.351.148.429,00 maka realisasi Belanja Barang dan

Jasa

tahun 2017 menunjukkan peningkatan

sebesar Rp

220.087.707,00 atau 16,29% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel : 5.4. Belanja Barang dan Jasa

Uraian

Anggaran 2017

Realisasi 2017

%

Realisasi 2016

Belanja Bahan
Pakai Habis

167.232.500,00

164.050.900,00

98,10

125.261.500

Belanja
Bahan/Materi
al

66,712,000,00

66.709.900,00

99,99

0,00

Belanja Jasa

Kantor

214.395.000,00

167.600.026,00

78,17

180.918.601,00

Belanja
Perawatan
Kendaraan
Bermotor

131.743.000,00

115.824.150,00

87,92

118.401.950,00

Belanja Cetak
dan
Penggandaan

15.585.000,00

15.085.000,00

96,79

60.600.500,00

Belanja Sewa
Rumah/Gedun
g/Gudang/Par
kir

0,00

0,00

0,00

17.500.000,00

Belanja Sewa
Sarana
Mobilitas

0,00

0,00

5.500.000,00

Belanja Sewa
Perlengkapan
dan Peralatan
Kantor

25.514.500,00

25.014.500,00

98,04

58.471.500.,00

Belanja
Makanan dan
Minuman

185.088.000,00

179.926.000,00

97,21

357.102.500,00

10.

Belanja
Pakaian Kerja

33.000.000,00

33.000.000,00

100

0,00

11.

Belanja
Pakaian
Khusus Hari-
hari tertentu

0,00

0,00

0,00

94.984.000,00

12.

Belanja
Perjalanan
Dinas

361.278.100,00

334.002.860,00

92,45

318.207.878,00

13.

Belanja
kursus,
pelatihan,
sosialisasi dan
bimbingan
teknis
PNS/Non PNS

379.725.000,00

378.975.000,00

99,80

0,00

14.

Belanja
Hadiah

24.350.000,00

24.350.000,00

100

14.200.000,00

15.

Belanja Jasa
Narasumber/T
enaga Ahli

72.698.500,00

72.698.500,00

91,75

0,00

Jumlah

1.677.321.600,00

1.571.236.136,00

93,68

1.351.148.429,00
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3)

Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial merupakan belanja barang (Hibah) yang
akan diserahkan kepada kelompok masyarakat/pihak ketiga
sehingga tidak diakaui sebagai aset Pemerintah Daerah. Belanja
Bantuan sosial untuk Tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp
265.265.000,00 dan direalisasi sebesar Rp 264.301.000,00 atau
99,64% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 964.000,00

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar Rp
1.090.172.200,00 maka realisasi Belanja Bantuan Soaial
menunjukkan penurunan sebesar Rp 825.871.200,00 atau
312,47%.
Tabel : 5.5. Belanja Bantuan Sosial
No. Uraian Anggaran 2017 Realisasi 2017 % Realisasi 2016
1. Bantuan 265.265.000,00 264.301.000,00 | 99,64 | 1.090.172.200,00
Sosial Kepada
Kelompok
Masyarakat/P
ihak ketiga
Jumlah 265.265.000,00 | 264.301.000,00 | 99,64 | 1.090.172.200,0
)
b. Belanja Modal
Belanja Modal tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp 703.735.000,00 dan
terealisasi sebesar Rp 680.747.000,00 atau 96,73%. Dibandingkan
dengan realisasi tahun 2016 sebesar Rp 376.336.000,00 maka realisasi
Belanja Modal tahun 2017 menunjukkan peningkatan sebesar Rp
304.411.000 atau 44,72%.
Tabel : 5.6. Belanja Modal
No. Uraian Anggaran 2017 Realisasi 2017 % Realisasi 2016
A. | Belanja
Modal
Peralatan
dan Mesin
1. | Belanja Modal 0,00 0,00 3.800.000,00
Pengadaan
Alat-alat
Bantu
2. | Belanja Modal 0,00 0,00 358.676.000,00
Pengadaan
Alat-alat
Angkutan
Darat
Bermotor
3. | Belanja Modal 0 0 0,00 0,00
Pengadaan
Peralatan
Kantor
4. | Belanja Modal | 119.750.000,00 118.709.000,00 | 99,13 0,00
Pengadaan
Alat Rumah
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No.

Uraian

Anggaran 2017

Realisasi 2017

%

Realisasi 2016

Tangga

Belanja Modal
Pengadaan
Komputer

286.500.000,00

264.553.000,00

92,34

0,00

Belanja Modal
Pengadaan
Lemari dan
Arsip Pejabat

3.600.000,00

3.600.000,00

100

0,00

Belanja Modal
Pengadaan
Alat Studio

31.900.000,00

31.900.000,00

100

13.860.000,00

Belanja Modal
Alat
Kedokteran

0,00

JUMLAH

441.750.000,00

418.762.000,00

94,80

376.336.000,00

B.

Belanja
Modal
Pengadaan
Gedung dan
Bangunan

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan -
Pengadaan
Bangunan
Gedung
Tempat Kerja

261.985.000,00

261.985.000,00

100

0,00

JUMLAH

261.985.000,00

261.985.000,00

100

0,00

Jumlah (A+B)

703.735.000,00

680.747.000,00

96,73

376.336.000,00

5.2 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

5.2.1 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai
penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan
dan tidak perlu dibayar kembali. Adapun jenis pendapatan yang diakui
dalam tahun 2017 adalah lain-lain Pendapatan Daerah yang syah-LO
melalui Pendapatan atas Barang Hibah-LO yang bersumber dari
Pemerintah Propinsi berupa barang/bahan obat-obatan sebesar Rp

994.943.130,00

5.2.2 Beban

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk
mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional
entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.

Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa,
Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial,
Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, Beban
Penyisihan Dana Bergulir dan Beban lain-lain.

Beban Operasi tahun 2017 terdiri dari :
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Tabel : 5.7.

Beban Operasional

Kenaikan/
No Uraian 2017 (Rp) 2016 (Rp) Penurunan %
1 Beban Pegawai 3.648.903.284,00 | 3.804.839.330,00 | (155.936.016,00) (4,10)
Beban 1.838.375.861,60 | 1.299.912.033,40 538.463.828,20 41,42
2 | Persediaan
3 | Beban Jasa 275.913.726,00 | 276.436.301,00 (522.575,00) (0,19)
Beban 334.002.860,00 318.207.878,00 15.794.982,00 4,96
Perjalanan
4 | Dinas
Beban Bantuan 264.301.000,00 881.579.200,00 | (617.278.200,00) | (70,02)
S | Sosial
Beban 524.759.397,00 360.115.852,00 164.643.545,00 45,72
Penyusutan dan
6 | Amortisasi
Jumlah 6.886.256.128,60 6.941.090.594,40 (54.834.435,80) (0,79)
Penjelasan masing-masing beban adalah sebagai berikut :
a. Beban Pegawai
Beban Pegawai tahun 2017 adalah sebesar Rp 3.648.903.284,00 Jika
dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp 3.804.839.330,00 maka
terjadi penurunan sebesar (Rp 155.936.016,00) atau (4,10%) dengan
rincian sebagai berikut :
Tabel : 5.8. Beban Pegawai
. Kenaikan/
No. | Beban Pegawai 2017 (Rp) 2016 (Rp) Penurunan %
Gaji dan
. 2.961.591.439,00 | 3.099.803.330,00 (138.211.891,00) (4,46)
1 | Tunjangan
Tambahan 402.366.875,00 | 251.111.000,00 | 151.255.875,00 | 60,23
2 | Penghasilan PNS T D R ’
3 Honorarium 284.945.000,00 453.925.000,00 (168.980.000,00) | (37,23)
Jumlah Beban Pegawai 3.648.903.314,00 | 3.804.839.330,00 (155.936.016,00) (4,10)

b. Beban Persediaan
Beban Persediaan Tahun 2017 sebesar Rp 1.838.375.831,60 Jika
dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp 1.299.912.033,40 maka
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terjadi kenaikan sebesar Rp 538.463.828,20 (41,42%) dengan rincian

sebagai berikut :

Tabel : 5.9. Beban Persediaan

No.

Beban Persediaan

2017 (Rp)

2016 (Rp)

Kenaikan/
Penurunan

%

Beban Bahan
Pakai Habis

1. Beban
Persediaan Alat
Tulis Kantor

2. Beban
Persediaan Alat
Listrik dan
Elektronik

3. Beban
Persediaan
Perangko,
Materai dan
Benda Pos

4. Beban
Persediaan
Peralatan
Kebersihan dan
Bahan
Pembersih

5. Beban
Persediaan
Spanduk/Umb
ul-umbul/
Baliho

87.975.900,00

14.911.000,00

7.550.000,00

16.223.000,00

35.965.000,00

40.613.500,00

11.250.000,00

11.088.000,00

9.060.000,00

49.350.000,00

47.362.400,00

3.661.000,00

(3.538.000,00)

7.163.000,00

(13.385.000,00)

116,62

32,54

(31,91)

79,06

(27,12)

2. Beban

3. Beban

Beban Bahan
/Material

1. Beban
Persediaan
Bahan Baku
Bangunan

Persediaan
Obat-obatan

Persediaan
Bahan untuk
Produk KIAT

66.709.200,00

878.482.281,60

0,00

0,00

530.522.383,40

12.885.400,00

66.709.200,00

347.959.928,20

(12.885.400,00)

100

65,59

(100)

2. Beban

Beban Perawatan
Kendaraan
Bermotor

1. Beban
Persediaan
Suku Cadang

16.381.500,00

16.570.000,00

(188.500,00)

(1,14)
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Kenaikan/

No. | Beban Persediaan 2017 (Rp) 2016 (Rp) Penurunan %
Persediaan 82.841.950,00 91.685.750,00 (8.843.800,00) (9,65)
BBM/Gas dan
Pelumas

4 | Beban Cetak dan 15.085.000,00 60.600.500,00 (45.515.500,00) (75,11)
Penggandaan
S Beban Makanan 179.926.000,00 357.102.500,00 | (177.176.500,00) (49,62)
dan Minuman
6 | Beban Pakaian 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 100
Dinas dan
Atributnya
7 | Beban Pakaian 0,00 94.984.000,00 (94.984.000,00) (100)
khusus dan hari-
hari tertentu
8 Beban Hadiah 24.350.000,00 14.200.000,00 10.150.000,00 71,48
9 | Beban Uang saku 378.975.000,00 0,00 378.975.000,00 100
dan transport
Jumlah 1.838.375.831,60 1.299.912.033,40 538.463.828,20 41,42
c. Beban Jasa
Jumlah beban jasa pada tahun 2017 sebesar Rp 275.913.726,00 Jika
dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp 276.436.301,00 maka
terjadi penurunan sebesar (Rp 522.575 ) atau (0,19%) dengan rincian
sebagai berikut :
Tabel : 5.10. Beban Jasa
Kenaikan/
No. B
° eban Jasa 2017 (Rp) 2016 (Rp) Penurunan %
1 Beban Jasa
Kantor
Beban Telpon 453.440,00 477.341,00 (23.901,00) | (5,01
Beban Air 889.460,00 843.080,00 46,380,00 5,50
BebanListrik 23.507.937,00 20.085.119,00 3.422.818,00
17,04
Beban Surat 3.490.000,00 3.000.000,00 490.000,00 16,33
Kabar/Majalah
Beban 37.214.189,00 21.763.061,00 15.451.128,00 71,00
Kawat/Faksimili/
Internet/Intranet/
TV Kabel /TV
Satelit
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No.

Beban Jasa

Kenaikan/

2017 (Rp) 2016 (Rp) Penurunan %
Beban Jasa Non 85.985.000,00 98.600.000,00 | (12.615.000,00) (12,79)
Pegawai
Beban Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
Perawatan
Halaman Kantor
Beban Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
Perawatan AC
Beban Jasa 9.550.000,00 8.450.000,00 1.100.000,00 13,02
Perawatan
Komputer
Beban Jasa 3.810.000,00 25.000.000,00 | (21.190.000,00) (84,76)
Publikasi/Iklan
Jumlah 167.600.026,00 180.918.601,00 | (13,318.575,00) (7,36)
Beban Perawatan
2 | Kendaraan
Bermotor
Beban Jasa Service 4.760.000,00 3.820.000,00 940.000,00 24,61
Belanja Jasa Surat 11.840.700,00 10.226.200,00 1.614.500,00 15,79
Tanda Nomor
Kendaraan (STNK)
Jumlah 16.600.700,00 14.046.200,00 2.554.500,00 18,19
3 | Beban Sewa
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/G 0,00 17.500.000,00 o
udang /Parkir (17.500.000,000 (100)
i 1
Belanja Sewa 0,00 (5.500.000,00) | 190
Sarana Mobilitas 5.500.000,00
Belanja Sewa
Perlengkapan dan 25.014.500,00 (33.457.000,00) | (57,22)
58.471.500,00
Peralatan Kantor
Jumlah 25.014.500,00 81.471.500,00 | (56.457.000,00) (69,30)
Beban Jasa
5. | Narasumber/
Tenaga Ahli
Beban Jasa
Narasumber/ 66.698.500,00 0,00 | 66.698.500,00 100
Tenaga Ahli
Total 275.913.726,00 276.436.301,00 (522.575) (0,19)
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d. Beban Perjalanan Dinas
Beban Perjalanan Dinas untuk tahun 2017 sebesar Rp 334.002.860,00
Jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp 318.207.878,00
maka terjadi kenaikan Rp 15.794.982,00 (4,96%) dengan rincian
sebagai berikut :

Tabel : 5.11. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Kenaikan/
No Dinas 2017 (Rp) 2016 (Rp) Penurunan %
] Bt?ban Perjalanan 41.520.000,00 16.815.000,00 24.705.000,00 146,92
Dinas Dalam Daerah
, | Beban Perjalanan 292.482.860,00 | 301.392.878,00 | (8:910.018,00)|  (2,96)
Dinas Luar Daerah
Total | 334.002.860,00 | 318.207.878,00 | 15.794.982,00 4,96
e. Beban Bantuan Sosial
Beban Bantuan Sosial untuk tahun 2017 sebesar Rp 264.301.000,00
Jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp 881.579.200,00
maka terjadi penuruanan (Rp 617.278.200,00) atau (70,02%) dengan
rincian sebagai berikut :
Tabel : 5.12. Beban Bantuan Sosial
Beban Bantuan Kenaikan/
No Sosial 2017 (Rp) 2016 (Rp) Penurunan %
Beban Bantuan
sosial yang
1 | diserahkan kepada 264.301.000,00 | 881.579.200,00 | (617.278.200) | (70,02)
Masyarakat atau
Pihak Ketiga
Total | 264.301.000,00 | 881.579.200,00 | (617.278.200) | (70,02)
f. Beban Penyusutan dan Amortisasi
1) Beban penyusutan aset tetap
Beban penyusutan atas aset tetap dan aset tak berwujud tahun
2017 sebesar Rp 524.759.397,00 Jika dibandingkan dengan tahun
2016 sebesar Rp 360.115.852.00,00 maka terjadi kenaikan sebesar
Rp 164.643.545,00 (45,72%) dengan rincian sebagai berikut :
Tabel : 5.13. Beban Penyusutan dan Amortisasi
Kenaikan/
No. | Beban Penyusutan 2017 (Rp) 2016 (Rp) Penurunan %

Peralatan dan Mesin | 485.882.757,00 | 325.355.858,00 | 160.526.899,00 | 49,34

Catatan Atas Laporan Keuangan DPPKB Kobi 2017 40




o | Gedungdan 37.536.078,00 | 34.054.744,00 | © 61:334,00 10,22
Bangunan
3 Jala‘m, Irigasi dan 1.340.562,00 705.250,00 635.312,00 | 90,08
Jaringan
Jumlah 524.759.397,00 360.115.852,00 | 164.643.545,00 | 45,72

5.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan

ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan

yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari

ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

5.3.1

5.3.2

5.3.3

5.3.4

Ekuitas Awal

Ekuitas awal tahun 2017 sebesar Rp Rp 2.745.886.390,60 bersumber
dari ekuitas akhir tahun 2016. Jika dibandingkan Ekuitas awal tahun
2016 sebesar Rp 3.716.675.237,00 maka terdapat penurunan sebesar
(Rp 970.788.846,40) atau (26,12%).

Surplus/Defisit LO
Surplus/defisit-LO  pada  periode bersangkutan sebesar Rp
(5.891.312.988,60) yang bersumber dari Surplus/Defisit Laporan

Operasional tahun berjalan.

Koreksi
Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara
lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan
kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.
a) Koreksi Persediaan
Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada
periode sebelumnya,;
b) Koreksi Revaluasi (Penilaian Kembali) Aset Tetap
Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi (penilaian kembali) aset
tetap merupakan selisih antara nilai revaluasi dengan nilai yang

tercatat aset tetap.

Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir tahun 2017 sebesar Rp 3.502.241.898,54 dan Jika
dibandingkan Ekuitas akhir tahun 2016 sebesar Rp 2.745.886.390,60
maka terdapat peningkatan sebesar Rp 756.355.507,94 (27,55%).
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5.4 Penjelasan Pos-Pos Neraca
5.4.1 Aset
a. Aset Lancar
1) Persediaan
Saldo Persediaan sebesar Rp 330.894.600 per 31 Desember 2017
dengan uraian sebagai berikut:

Tabel : 5.14. Persediaan

No Uraian Per 31 Desember | Per 31 Desember
) 2017 2016
1. g:;;"’batan dan Alkes Habis 330.894.570,00 | 213.007.751,00
2. | Alat Tulis Kantor 729.000,00 0,00
Peralatan Kebersihan dan

3. Bahan Pembersih 460.000,00 0,00
4. | Alat Listrik 120,000,00 0,00
5. | Benda Pos 117.000,00 0,00
Jumlah 330.894.640,00 213.007.751,00

Keterangan :

Pada Dinas Pengendalian penduduk masih terdapat obat yang sudah
expired sebesar Rp 38.351.070,00 barang tersebut sampai sekarang
masih tersedia karena belum dimusnahkan sehingga tidak di hapus

dalam persediaan barang.

b. Aset Tetap

Jumlah Aset Tetap tahun 2017 sebesar Rp 2.958.515.549,54 dan

apabila  dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp

1.899.689.340,00 maka Aset Tetap
peningkatan Rp 1.058.826.209,45,00 atau 55,74%.

tahun 2017 mengalami

Rincian Aset Tetap adalah sebagai berikut :

Tabel : 5.15. Aset Tetap

Uraian Per 31 Desember Per 31 Desember
No. 2017 2016
1. | Tanah 160.000.000,00 160.000.000,00
Peralatan dan Mesin 3.903.164.037,54 3.299.082.326,00
3. | Gedung dan 1.635.020.500,00 1.373.035.500,00
Bangunan
Jalan, Irigasi dan 14.105.000,00 14.105.000,00
Jaringan
S. | Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00
6. | Akumulasi (2.753.773.988,00) (2.946.533.486,00)
Penyusutan
Jumlah 2.958.515.549,54 1.899.689.340,00

Penjelasan terhadap kondisi Aset Tetap tersebut, secara umum dapat

digambarkan sebagai berikut :
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1) Tanah
Jumlah tanah Dinas

Berencana per 31 Desember 2016 sebesar 160.000.000,00 dengan

Pengendalian Penduduk dan Keluarga

rincian sebagai berikut:

Tabel : 5.16. Aset Tetap Tanah

Keterangan 31 Desember 2017 | 31 Desember 2016

Tanah Kantor 160.000.000,00 160.000.000,00

Jumlah 160.000.000,00 160.000.000,00

Pada Tahun 2017 tidak terjadi Mutasi Aset Tetap Tanah karena
tidak ada penambahan dan pengurangan nilai aset tanah.
2) Peralatan dan Mesin

Jumlah Peralatan dan Mesin Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana per 31 Desember 2017 sebesar Rp
3.913.164.037,54 dengan rincian sebagai berikut:
Tabel : 5.17. Aset Tetap Peralatan dan Mesin
Keterangan 31 Desember 2017 31 D;g:;nber
1. Alat Angkut (Kendaraan) 2.759.566.676,00 2.588.509.426,00
2. Alat Angkut Darat tak 4.400.000,00 4.400.000,00

Bermotor

. Alat Kantor

24.401.800,00

17.401.800,00

. Alat Rmh.Tangga

158.591.461,54

108.140.000,00

. Komputer

318.568.300,00

119.754.300,00

. Meja dan Kursi

126.993.000,00

25.373.000,00

. Alat Studio

82.891.800,00

7.752.800,00

. Alat Komunikasi

179.025.000,00

179.025.000,00

Oi0NOVUiphiW

. Alat Kedokteran

248.726.000,00

248.726.000,00

Jumlah

3.903.164.037,54

3.299.082.326,00

Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama tahun 2017 adalah

sebagai berikut :

Tabel : 5.18. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Keterangan Nilai Koreksi Saldo
Saldo Per 31 Desember 201 3.299.082.326,00
Penambahan :

- Belanja Modal Tahun
2017

408.762.000,00

- Mutasi antar SKPD

16.462.461,54

Pengurangan :

(15.792.750,00)

Saldo Per 31 Desember 2017

3.903.164.037,54

Catatan Atas Laporan Keuangan DPPKB Kobi 2017

43




3) Gedung dan Bangunan

Jumlah Gedung dan Bangunan Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana per

31 Desember

2017

sebesar Rp

1.635.020.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel : 5.19. Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Keterangan

31 Desember 2017

31 Desember 2016

1. Bangunan Gedung

1.635.020.500,00

1.285.535.500,00

2. Bangunan Monumen

87.500.000,00

Jumlah

1.635.020.500,00

1.373.035.500,00

Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan selama tahun 2017

adalah sebagai berikut :

Tabel : 5.20. Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Keterangan Nilai Koreksi Saldo
Saldo Per 31 Desember 2016 1.373.035.500,00
Penambahan : 261.985.000,00
- Belanja Modal Tahun
2017
Pengurangan : (0,00)

Saldo Per 31 Desember 2017

1.635.020.500,00

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jumlah Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana

per 31 Desember

14.105.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

2017 sebesar Rp

Tabel : 5.21. Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Keterangan

31 Desember 2017

31 Desember 2016

1. Instalasi Air Bersih
(Minum)

390.000,00

390.000,00

2. Jaringan Listrik

13.100.000,00

13.100.000,00

3. Jaringan Telepon

615.000,00

615.000,00

Jumlah

14.105.000,00

14.105.000,00

Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan selama tahun 2017

adalah sebagai berikut :

Tabel : 5.22. Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Keterangan Nilai Koreksi Saldo
Saldo Per 31 Desember 2016 14.105.000,00
Penambahan : 0,00
- Belanja Modal Tahun
2017
Pengurangan : (0,00)
Saldo Per 31 Desember 2017 14.105.000,00
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5) Akumulasi Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset

tetap yang dapat disusutkan (Depreciable Assets) selama masa

manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Akumulasi penyusutan merupakan pos di neraca yang mengurangi

nilai dari aset tetap.

Akumulasi penyusutan tahun 2017 sebesar (2.753.773.988,00) dari

aset tetap dan akumulasi penyusutan tahun 2016 sebesar Rp
(2.946.533.486,00).

Akumulasi Penyusutan Aset Tahun 2017 dengan rincian :

Tabel : 5.23. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Per 31 Desember

Per 31 Desember

No. Uraian 2017 2016
1. | Peralatan dan Mesin 2.498.209,00 (2.730.277.347,00)
Gedung dan Bangunan 251.496.529,00 (213.960.451,00)
Jalan, Irigasi dan 3.636.250,00 (2.295.688,00)
Jaringan
Jumlah (2.753.773.988,00) (2.946.533.486,00)

d. Aset Lainnya

Jumlah Aset Lainnya tahun 2017

sebesar

terdapat pada DPPKB yang terdiri dari :
Tabel : 5.24. Aset Lainnya

Rp 215.575.728,00

No.

Uraian

Per 31 Desember
2017

Per 31 Desember
2016

1.

Aset Lain-lain

215.575.728,00

643.500.428,00

Jumlah

215.575.728,00

643.500.428,00

Aset Lain-lain

Saldo Aset

Lain-lain per

31 Desember

2017

sebesar Rp

215.575.728,00 yang bersumber dari Aset Tetap dalam keadaan rusak

berat, Aset Tetap yang Hilang dan Tidak Diketahui Keberadaannya

dengan rincian sebagai berikut:

Tabel : 5.25. Rincian Kondisi Aset Lain-lain

No Uraian Per 31 Desember Per 31 Desember
’ 2017 2016
1. | Rusak Berat 215.575.728,00 376.020.728,00
2. | Hilang 0,00 67.479.700,00
3. | Doble Pencatatan 0,00 0,00
Jumlah 215.575.728,00 643.500.428,00
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5.4.2 Kewajiban
Untuk Tahun 2017 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana memiliki kewajiban jangka pendek berupa Utang Beban atas

Gaji Pegawai Sebesar Rp 2.143.979,00.

5.4.3 Ekuitas
Ekuitas merupakan kekayaan bersih SKPD DPPKB yang merupakan

selisih antara aset dan kewajiban SKPD DPPKB pada tanggal laporan.
Total ekuitas SKPD Tahun 2017 sebesar Rp 3.502.241.898,54.
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BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

Pembentukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

berdasarkan Peraturan Daerah No 5 Tanggal 16 November Tahun 2016.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut di atas, tugas pokok dan fungsi yang

Dinas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai

berikut:

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)

Membantu Walikota dalam Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga Berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan;

Perumusan Kebijakan teknis di bidang Pengendalian Pendudukdan Keluarga
Berencana;

Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengendalian
kualitas penduduk dan keluarga berencana;

Pelaksanaan pemadua dan singkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;

Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;

Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi

Pelaksanaan pendayagunaan Tenaga Penyuluh, Petugas Lapangan dan
Kader Keluarga Berencana.

Pelaksanaan Pengndalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat
kontraseps;

Pengelolaan Bantuan hibah, pengadaan bahan, alat dan obat kontrasepsi
untuk program pengendalian penduduk, keluarga berencana dan usaha

peningkatan kesejahteraan keluarga.;

10) Pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana,;

11) Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi

kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesetaraan ber

KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

12) Penyelenggaraan urusan urusan Ketatausahaan pada Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana;

13) Pembinaan kelompok jabatan gungsional; dan

14) Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait

Dinas

dengan tugas dan funsinya.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh kapala

sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Nomor

821.2/8.B/BKPSDM/I/2017 tanggal 09 Januri 2017 tentang pengangkatan
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Jabatan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun
2017.

Dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan tahun 2017 didukung
dengan SDM sebagai berikut :

Tabel 6.1. Data Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Eselonering:

Jenjang Pendidikan P
No Eselon .
SMA D3/D2/D1 S1 S2 Pegawai
1 | Eselon II - N N 1 1
2 | Eselon III _ _ 3 1 4
3 | Eselon IV _ 2 9 2 13
4 | Non Eselon 2 _ 7 : 9
Jumlah 2 2 19 4 17
Tabel 6.2. Data Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pendidikan:
Golongan
No Pendidikan Jumlah.
I II III IV Pegawai
1 |S2 - N 2 5 2
2 |8S1 _ N 17 5 1o
3 | D3/D2/D1 _ _ 2 5 )
4 | sMA - 5 - - >
5 | SMP _ ~ : - -
6 | SD _ N : - -
Jumlah - 2 21 2 27
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BAB VII
PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk Tahun Anggaran 2017.
Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
71 Tahun 2010 tentang Standar AKuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2017 ini, perlu kami simpulkan hal-hal
sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Tahun Anggaran 2017 memberikan informasi tentang
Realisasi Pendapatan, Belanja, Pembiayaan dan SILPA.
a. Realisasi Belanja sebesar Rp 6.173.354.600.093,00 atau 97,52% dari yang

dianggarkan sebesar Rp 6.330.529.813,67 Tahun Anggaran 2017.

b. Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar untuk Tahun

Anggaran 2017 Rp 157.175.213,67 atau sekitar 2,48%.

2. Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan
operasional keungan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam Pendapatan-
LO, beban dan surplus/deficit operasional dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan-LO sebesar Rp 994.943.130,00 merupakan pendapatan hibah
berupa alat dan obat kontrasepsi dari dari Pemerintah Propinsi NTB;
b. Realisasi Beban Operasi sebesar Rp 6.886.256.158,60 atau 100% dengan
rincian sebagai berikut :
» Realisasi Beban Pegawai Rp 3.648.903.314,00 atau 52,99%.
» Realisasi Beban Barang dan Jasa Rp 2.448.292.447,60 atau 35,55%.
» Realisasi Beban Bantuan Sosial Rp 264.301.000,00 atau 3,84 %
» Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp 525.169.123 atau 7,63%
c. Surplus/deficit-LO sebesar Rp 5.891.312.988,60 atau 8,32%.

3. Perubahan Ekuitas sebesar Rp Rp 756.355.507,94 atau (27,55%) dari ekuitas
awal Tahun 2016 sebesar Rp 2.745.886.390,60 menjadi ekuitas akhir Tahun
2017 sebesar Rp 3.502.241.898,54.

4. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana

Per 31 Desember 2017.
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a. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai aset sebesar Rp
3.504.985.877,54 yang terdiri dari :
= Jumlah Aset Lancar sebesar Rp 330.894.600,00.
= Jumlah Aset Tetap sebesar Rp 2.958.515.549,54.
= Jumlah Aset Lainnya adalah sebesar Rp 215.575.728,00.
c. Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 2.143.979,00.
d. Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 3.502.241.898,54
e. Jumlah kewajiban dan ekuitas dana per 31 Desember 2017 sebesar Rp

3.504.985.877,54.

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar Pengguna Laporan
Keuangan dapat memperoleh informasi tentang hal-hal yang termuat dalam
Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang
capaian kinerja, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan,
daftar isi atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBD
dan Neraca.

Kami berharap penyampaian catatan atas laporan keuangan ini dapat berguna
bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stokeholders) serta memenuhi prinsip-
prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan independensi dalam

pengelolaan keuangan daerah.

Raba - Bima, 31 Desember 2017.

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

(Drs. Suriadi, M.Pd)
Nip.196905311990031004
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